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ABSTRAK

Peran laut penting baik dari sudut pandang politik, keamanan maupun ekonomi, maka
dibutuhkan sebuah landasan yang kuat dalam penentuan perbatasan maritim antar
negara, Pulau Natuna Utara berada dekat dengan Laut China Selatan yang menjadi
Kawasan sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China. Pada bulan Juli
2016, Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan untuk menolak kepemilikan
China atas kawasan sengketa di wilayah tersebut dan menolak nine dise line yang telah
china klaim.Permasalahan yang dibahas' dalam penelitian . ini-(1)-Bagaimana Implikasi
Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration Tahun 2016 Terkait Nine Dash Line
Terhadap Laut Natuna Utara? (2) Bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Laut
Natuna Utara Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration Tahun 2016 berdasarkan
UNCLOS 1982? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif, hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Implikasi Pasca Putusan Permanent
Court of Arbitration Tahun 2016 terkait Nine Dash Line Terhadap Laut Natuna Utara
yaitu menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah
perairan di LCS, namun pemerintah China tidak menerima putusan tersebut, namun
PCA telah memutuskan bahwa! klaim ‘nine-dash line’ tidak sah karena tidak
mempunyai dasar hukum. Hakim di pengadilan ini mendasarkan putusan mereka pada
Konvensi PBB tentang UNCLOS, yang ditandatangani baik oleh pemerintah China
maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak
punya kekuatan untuk menerapkannya. (2) Bentuk Penyelesaian Sengketa Laut Natuna
Utara Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration Indonesia menolak keras “nine
dash line” yang diklaim secara historis oleh China, klaim tersebut sepihak yang
dilakukan oleh China dan tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum
internasional, terutama Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), baik Indonesia
maupun China merupakan bagian .dari Penandatangan UNCLOS-1982 sehingga harus
saling menghormati wilayah kedaulatan satu sama lain. Indonesia harus menegaskan
kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China.
Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine dash line China, dan Permanent Court of
Arbitration mengeluarkan keputusan final and binding tentang Nine dash line yang
tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
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